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PUTUSAN
Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Kdi
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Cerai Gugat antara:
Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota
Kendari. Dalam hal ini telah menguasakan kepada Akbar, S.H.
dkk Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada
Lembaga Bantuan Hukum Mahkota Sultan Adil yang
berkedudukan hukum di Jalan Seratus Ribu Lorong Mutiara
VIl Blok C7 No. 9 Perumahan Bumi Indah Permata Sari
Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari
berdasakan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2022 yang
telah terdaftar di Kapenaiteraan Pengadilan Agama Kendari
dengan register Nomor : 31/SK/2022 tanggal 24 Januari 2022
sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota
Kendari sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2022
telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor
54/Pdt.G/2022/PA.Kdi, tanggal 11 Januari 2022, dengan dalil-dalii pada
pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya
dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2019 berdasarkan kutipan akta nikah
nomor : 0151/10/X/2019,, tertanggal 14 Oktober 2019, yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah Orang Tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun
selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup
rukun dan dikaruniai seorang anak yang bernama anak lahir tanggal 8
Desember 2019;
4. Bahwa saat ini anak tersebut yakni Mesya lahir tanggal 8 Desember
2019 tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2019 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai
berikut:

5.1. Tergugat sering berbohong hingga di tahan Polisi karena

Pengedar Narkoba;

5.2. Tergugat sering memukul/KDRT terhadap Penggugat;

5.3. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan

anaknya sejak Juli 2020 sampai sekarang;
6. Bahwa mulai bulan Juli 2020 puncak permasalahan dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok
dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami
dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah
rumah sebagaimana tersebut diatas;
7. Bahwa selama berpisah tidak ada pihak keluarga yang berusaha
damaikan Penggugat dan Tergugat karena perpisahan tersebut atas
keinginan Penggugat;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi,
sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak
tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin
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lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan
terbaik kecuali perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada
Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) Nomor 54/Pdt.G/2022/PA Kdi tanggal 11 Januari 2022 dan tanggal 17
Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat
tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:

A.
Surat:
. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0151/10/X/2019 tanggal 14
Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Abeli Kota Kendari yang telah dicocokkan
dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P.);
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B.
Saksi:
1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan
Karyawan PT. Jaya Karya Mandiri, tempat tinggal di Kota Kendari,
dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga
sudah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis
dalam membina rumah tangga karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat tersebut, disebabkan
karena Tergugat terlibat dalam kasus narkoba, melakukan kekerasan
pisik (memukul) Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama
sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa selama pisah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat
sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sebagai suami istri;
2. Saksi Il, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah
Menengah Atas, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah
menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dua Kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
tanggal 14 Oktober 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina
rumah tangga dan sudah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal membina rumah
tangga sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat
melakukan KDRT seperti memukul, pengedar Narkoba;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
terjadi pada bulan Juli 2020 dimana kedua belah pihak telah memilih

pisah kediaman bersama;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan
satu sama lain sebagai suami istri;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan
oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut
harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat dalam surat gugatannya
pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat terlibat dalam kasus narkoba,
melakukan KDRT (memukul) dan tidak memberikan jaminan nafkah sejak bulan
Juli 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat
tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan kepentingan hukum (legal standing)
Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah

bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
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otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwva perkawinan
Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2019 tercatat pada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli Kota Kendari, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto
Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat
terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat
perkawinan sejak tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan
keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi
dalam hal ini adalah saudara kandung dan keluarga dekat Penggugat dan telah
disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana
diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut, mengenai
keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil
sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat
tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh
karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal
309 R.Bg,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan
oleh bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh
fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan
yang sabh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dalam membina
rumah tangga dan sudah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam

rumah tangga karena perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa keretakan rumah tangga disebabkan Tergugat terlibat kasus
narkoba, melakukan KDRT (memukul) dan tidak ada jaminan nafkah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sejak
bulan Juli 2020;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah sudah tidak
mempedulikan satu sama lain sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak bulan Juli
2020 sudah tidak harmonis dalam membina rumah tangga bahkan telah
pisah kediaman bersama karena perselisihan dan pertengkaran karena
sikap Tergugat yang melakukan KDRT dan terlibat kasus narkoba;
Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah
merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk
ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah
terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP
Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika
Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah
tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi
dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan
rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara
tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka
perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa
rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
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Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah
tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat
dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami
isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi,
dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah
rumah / pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah
Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi
suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan
dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sejak
kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir ini, telah memilih pisah kediaman bersama
dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami isteri adalah
suatu fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
rapuh, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354
K/Pdt/2001 tanggal 10 Juli 2003 disebutkan bahwa pisah tempat tinggal antara
Penggugat dan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta
bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak
mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa
adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah
tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang
berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang
lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal
agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih
diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul
fikih yang artinya "Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik
kemanfaatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan
tersebut diatas, pengadilan berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan
dan berdasar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1
dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf
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(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap
Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma

hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut :

wuolall ade sl lgzg ) arzgill axe, pac siunl bilg
T

Artinya :

Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka
Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.
Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal
24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443
Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.
Moh. Ashri, M.H. dan Dra. Hj. Sawalang, M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
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hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Arwang, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Moh. Ashri, M.H. Dra.Hj.Sawalang, M.H.
Panitera Pengganti,

Arwang, S.H.
Perincian biaya :

1. PNBP.
a. Pendaftaran Rp 30.000,00
b. Panggilan | Rp 20.000,00
c. Redaksi Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan Rp 10.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 260.000,00
4. Meterai Rp 10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan Rp_80.000,00
Jumlah Rp 470.000,00

(empar ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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